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PERATURAN DAERAH
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NOMOR O TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL TAMBAHAN PADA BADAN USAHA MILIK

Menimbang

DAERAH PERSEROAN TERBATAS HIBUALAMO JAYA

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan

mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah, serta
meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan
daerah (BUMD);

bahwa BUMD PT. Hibualamo Jaya adalah merupakan Badan
Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Utara yang terbentuk pada tahun 2006, kepemilikan saham
mayoritasnya adalah milik Pemerintah Kabupaten
Halmahera Utara, dalam perkembangannya sangat perlu
ditingkatkan permodalannya, agar dapat mengembangkan
usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan deviden
kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

bahwa keberadaan modal BUMD PT Hibualamo Jaya saat ini
tidak lagi cukup untuk dapat menjalankan kegiatan
operasional dan menningkatkan produksi sehingga
dibutuhkan penambahan modal;

bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
tentang Penyertaan Modal Tambahan Pada Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas Hibualamo Jaya
Kabupaten Halmahera Utara.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4264);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran NegaraRepublik.Indonesia Tahun 2003
nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
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10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5244);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun
1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indoenesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Hibualamo
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2006 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HALMAHERA UTARA

Dan
BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENYERTAAN MODAL TAMBAHAN PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS HIBUALAMO
JAYA KABUPATEN HALMAHERA UTARA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
29

3.

e

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana
dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki daerah, yang tidak
dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.

PT. Hibualamo Jaya adalah Perseroan Terbatas yang telah sah berbadan
hukum Indonesia dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2006.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang
sedang berlangsung.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan oleh Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang
dan/atau Anggaran Dasar ini.

Good Corporate Governance adalah sebuah tata kelola perusahaan yang
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan mengikuti kaidah-kaidah
pengelolaan secara baik.

BAB 11
RUANG LINGKUP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Lingkup Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada BUMD
PT Hibualamo Jaya sehingga sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD PT Hibualamo Jaya
Kabupaten Halmahera Utara.



Pasal 3

Ruang Lingkup Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk :

a.
b.

C.
d.

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

memperkuat struktur permodalan yang sudah ada;

pengembangan usaha dan peningkatan kinerja perusahaan;

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan
daerah.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Bentuk Penyertaan Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik berupa
uang atau barang harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
uang yang dianggarkan di APBD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB IV
MODAL TERDAHULU DAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

Modal terdahulu sebesar 10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang pernah
diberikan melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah tetap
dihitung sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Jumlah tambahan modal yang akan diberikan pada BUMD sebesar
500.000.00 (lima ratus juta rupiah) harus termuat dalam APBD Tahun
berjalan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PT. Hibualamo Jaya berhak mendapatkan dana yang telah ditetapkan sebagai
modal usaha baru.

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laba dari hasil keuntungan PT
Hibualamo Jaya untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Asli
Daerah.



Pasal 7

(1) PT. Hibualamo Jaya dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban
melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip tata kelola ekonomi perusahaan
yang baik atau dikenal dengan istilah GCG (Good Corporate Governance).

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan modal usaha yag telah
disetujui dan dimuat dalam APBD tahun berjalan.

BAB VI
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 8

Pengawasan

(1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap BUMD yang mendapatkan modal dari
daerah dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal
sebagaimana tata kelola Perseroan Terbatas yang merujuk pada ketentuan
perundang-undangan; '

(2) Pengawasan internal dapat dilakukan oleh dewan pengawas atau komite audit
setiap tahun dan dilaporkan pada saat RUPS, serta;

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pejabat pada pemerintah daerah yang bertugas melakukan fungsi
pengawasan.

Pasal 9
Pelaporan

Mekanisme Pelaporan Usaha BUMD PT Hibualamo Jaya harus mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Sanksi

Penyalagunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara.

Ditetapkan di: Tobelo
Pada tanggal : 31 DeSempenr 8018

MAHERA UTARA,

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal : 3| PeSeMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

~FRED

v

[ TIANDUA

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor : 9 . .);

NOMOR REGISTRASI : TAHUN 2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR S TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL TAMBAHAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT HIBUALAMO JAYA

I. UMUM

Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen PAD yang berasal
dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas
kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketikan Pemerintah
Daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan
publik yang outcomes-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang
daerah, Modal merupak efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu
penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang umum dikenal
dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan
wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan
Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atau masalah saham pengaturan
utamanya akan harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Di dalam UUPT pembuat undang-undang
sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi dengan
melihat sifatnya maka saham itu dirumuskan sebagai penyertaan.

Definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki secara umum
yanitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah
berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan
Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai
modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah
pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah
satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan
masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa
setiap penyertaan modal modal atau penambahan penyertaan modal kepada
perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri tentang
penyertaan atau penambahan penyertaan modal. Penambahan penyertaan
modal oleh Pemerintah Daerah besumber dari APBD tahun anggaran berjalan
pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka



memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik,

Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang
ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya
tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 42 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Taun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan
perkembangan BUMD, PT Hibualamo Jaya untuk meningkatkan pelayanan
Virgin Coconut Oil dan memperbaharui IUP Galian C dan Pertambangan, untuk
mendapatkan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai upaya, antara lain
melalui penyertaan modal Pemerintah DAErah pada PT Hibualamo Jaya pada
tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000;- (sepuluh milyar rupiah)
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT.
Hibualamo Jaya karena masih mengalami pengurangan sehingga sangat perlu
ditambahkan modal tambahan kepada PT. Hibualamo Jaya pada tahun 2018.

Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan
bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal
pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang
disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam dalam Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka
penyertaan modal daerah pada PT Hibualamo Jaya perlu diatur dengan
Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas



Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 59.);
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